WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 42 TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI BERBASIS KINERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Kketentuan yang tercantum dalam
Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900/59/SJ tanggal
7 Januari 2021 perihal Tambahan Penghasilan Kepada
Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Surat Menteri
Dalam Negeri Nomor 900/5663/SJ tanggal 12 oktober
2020 Perihal Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah
Daerah Tahun Anggaran 2021, maka beberapa
ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan
Penghasilan Pegawai Berbasis Kinerja Di Lingkungan
Pemerintah  Kota  Blitar sebagaimana diubah
beberapakali, terakhir dengan Peraturan Walikota
Nomor 91 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2020 tentang

Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Berbasis
Kinerja Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar sudah

tidak sesuai dengan dinamika kebutuhan, maka perlu
dilakukan perubahan sesuai peraturan perundang-

undangan;




Mengingat

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk
Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2020 tentang
Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Berbasis

Kinerja Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar

Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-
Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950
(Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan
Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954
Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 551);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286},
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik




Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapakali dirubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang — Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Undang — Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan
Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat
II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3243);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);




10.

11.

12,

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas
Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional
Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun
Atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5888) Sebagaimana Telah
Diubah Beberapa Kali, Terakhir Dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Atau
Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil,
Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara,
Dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6207);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);




13.

14.

15.

16.

17.

18.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan  dan Pengawasan  Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun
2012 tentang Analisis Jabatan Dilingkungan
Kementrian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
483);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018
tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai
Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan
Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban
Dana Operaional (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1067);




Menetapkan

19.

20.

2L

24,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran
Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6);

Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2020 tentang
Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Berbasis
Kinerja Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar (Berita
Daerah Kota Blitar Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA
ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI BERBASIS KINERJA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BLITAR

Pasal I

Lampiran III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Walikota

Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai

Berbasis Kinerja Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar sebagaimana diubah

beberapakali, terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 91 Tahun 2020

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2020

tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Berbasis Kinerja Di

Lingkungan Pemerintah Kota Blitar, diubah sebagaimana tersebut dalam

lampiran peraturan Walikota ini




Pasal II
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Blitar.

Ditetapkan di : Blitar
Pada Tanggal : 18 Agustus 2021
WALIKOTA BLITAR,
Ttd.
SANTOSO

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 18 Agustus 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.
Priyo Suhartono

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2021 NOMOR 42

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum Dan Organisasi

&

AHMAD TOBRONI, SH
Pembina Tk 1
NIP. 196709091998031008




LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 4& TAHUN 2021

TENTANG PERUBAHAN KETIGA  ATAS
PERATURAN WALIKOTA NOMOR 7 TAHUN
2020 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI BERBASIS KINERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR

NAMA JABATAN DAN ALOKASI TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

NO

KELAS BESARAN
NAMA JABATAN JABATAN | ALOKASI TPP

KRITERIA KELANGKAAN
PROFESI

Sekretaris Daerah .l 5 20%

II.

KRITERIA KONDISI KERJA

Semua Pejabat/Pegawai yang 20%
bertugas pada Inspektorat
Daerah

Semua Pejabat/Pegawai yang 10%
bertugas pada Badan

Perencanaan dan

Pembangunan Daerah

Semua Pejabat/Pegawai yang 10%
bertugas pada Badan
Pendapatan, Keuangan, dan
Aset Daerah

Semua Pejabat/Pegawai yang 10%

bertugas pada Dinas

Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

JF Pengelola Pengadaan 10 20%
Barang Jasa Ahli Muda.

JF Pengelola Pengadaan 8 20%
Barang Jasa Ahli Pertama.

II.

KRITERIA BEBAN KERJA

Semua ASN 4 50%

Semua ASN 3 70%




IV. KRITERIA PERTIMBANGAN
OBJEKTIF LAINNYA

1. | Semua Pejabat/ Pegawai yang
bertugas pada Sekretariat

Daerah

10%

2. | Semua Pejabat/Pegawai yang
bertugas pada Badan

Kepegawaian Daerah

10%

WALIKOTA BLITAR,

s

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum Dan Organisasi

&

AHMAD TOBRONI, SH
Pembina Tk I
NIP. 196709091998031008

Ttd.

SANTOSO
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